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Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di Koperasi Pegawai Komisi 
Yudisial, Jalan Kramat aya. Dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2019 
sampai dengan 22 Februari 2019. Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan 
mata kuliah wajib yang bertujuan agar mahasiswa memperoleh pengalaman 
dari pekerjaan nyata sesuai dengan teori yang didapatkan selama perkuliahan 
berlangsung. 
Penulisan laporan PKL disusun sebagai prasyarat akademik dalam 
mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
dan menjelaskan berbagai informasi dan permasalahan yang dihadapi oleh 
praktikan selama masa PKL.  
Laporan ini menguraikan manfaat serta tujuan dari pelaksanaan PKL, 
yang secara keseluruhan bertujuan untuk proses kemajuan semua pihak baik 
mahasiswa, koperasi dan fakultas. Koperasi Pegawai Komisi Yudisial memiliki 
dua unit usaha sebagai penunjang keperluan pegawainya, diantaranya unit 
usaha simpan pinjam dan unit usaha kafetaria.  
Selama kegiatan PKL berlangsung praktikan mendapatkan banyak 
pengalaman yang diperoleh pada unit usaha simpan pinjam sehingga 
memberikan gambaran yang nyata bagi praktikan tentang dunia kerja yang 
sesungguhnya, serta dapat meningkatkan keterampilan dan rasa tanggung 
jawab praktikan terhadap tugas yang diberikan. 
Dalam laporan ini diterangkan penempatan praktikan pada unit usaha 
simpan pinjam dan praktikan bertugas dalam membantu memasukan data 
simpanan dan pinjaman anggota, membuat surat tagihan pembayaran, 
menghitung besaran pinjaman anggota, dan melayani anggota koperasi yang 
ingin melakukan pinjaman. Kendala yang dihadapi koperasi yaitu pencacatan 
laporan ganda, keterlambatan pembayaran pinjaman bagi anggota, dan 
kurangnya partisipasi anggota koperasi.  
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A. Latar Belakang PKL 
Berdasarkan undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat (1) yaitu 
perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 
Pasal tersebut memiliki persamaan dengan asas kekeluargaan yang terdapat pada 
asas-asas di koperasi. Dalam undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang 
perkoperasian menyatakan bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan 
sebagai badan usaha yang berperan untuk mewujudukan masyarakat yang maju, 
adil, dan makmur berlandasakan pancasila. Dapat disimpulkan bahwa koperasi 
menjadi soko guru perekonomian Indonesia, keberadaan koperasi diharapkan 
dapat berperan aktif dalam mewujudukan kesejahteraan perekonomian dan 
kemakmuran masyarakat. 
Dalam kehidupan ekonomi, koperasi memiliki kesempatan usaha yang 
luas menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Berdasarkan data 
yang diperoleh Kementrian Koperasi dan UMKM tahun 2015 jumlah koperasi 
seluruh Indonesia  sebesar 212.135 dan jumlah koperasi yang aktif sebesar 
150.223, sedangkan pada tahun 2014 jumlah koperasi seluruh Indonesia sebesar 
209,488 dan jumlah koperasi yang aktif sebesar  147,249 (Kementrian Koperasi 




Dengan berkembangnya koperasi yang aktif ini, koperasi masih memiliki 
beberapa permasalahan dalam kegiatan. Pada koperasi pegawai Komisi Yudisial 
(KY) khususnya bidang usaha simpan pinjam, dalam pelaksanaan kegiatan koperasi 
masih terdapat kendala yaitu terjadinya tunggakan anggsuran, dimana anggota 
koperasi yang melakukan pinjaman tidak dapat membayar pinjaman tepat waktu. 
Sehingga merugikan koperasi dalam pemberian pinjaman kepada anggota koperasi 
yang lain. Pada koperasi ini, pembayaran pinjaman yang telat dan simpanan wajib 
yang harus dibayarkan oleh para anggota koperasi setiap bulannya juga tidak dapat 
tepat waktu. Sehingga kas yang dimiliki koperasi berkurang, dan pemberian 
pinjaman kepada anggota koperasi yang lain juga terlambat.  
Namun keberadaan koperasi simpan pinjam masih diperlukan oleh para 
masyarakat, hal ini dikarenakan bunga pinjaman yang diberlakukan oleh koperasi 
bersifat flat, sehingga tidak merugikan anggota. Bila dibandingkan dengan bank, 
bunga pinjaman yang diberlakukan sangat besar. Sehingga masyarakat lebih 
memilih untuk meminjam di koperasi simpan pinjam. Untuk memajukan koperasi 
dan tidak hanya terpaku pada koperasi simpan pinjam. Bisa memulai dengan 
mempelajari tentang perkoperasian dalam bidang pendidikan. 
Agar mampu bersaing dengan lembaga-lembaga ekonomi lainnya, 
koperasi sudah mulai menerapkan teknologi seperti pada penciptaan aplikasi 
simpan pinjam dan meningkatkan daya saing, guna menciptakan administrasi dan 
dokumentasi yag baik. 
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Sehingga program Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini, mahasiswa dapat 
menerapkan teori yang didapat selama perkuliahan untuk diaplikasikan di 
lapangan. Memberikan kompetensi kepada mahasiswa unruk mengetahui dan 
berlatih menganalisis kondisi lingkungan pada dunia kerja.  
 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
Berdasarkan latar belakang pelaksanaan PKL diatas, maksud dari kegiatan 
praktik kerja lapangan bagi praktikan adalah: 
1. Dapat mengaplikasikan dan menerapkan pengetahuan akademik yang telah 
didapatkan selama perkuliahan khususnya dalam bidang ekonomi koperasi; 
2. Menambah pengetahuan dan wawasan dalam memecahkan masalah-masalah 
yang dihadapi ;dan 
3. Melakukan kegiatan praktek kerja sesuai dengan latar belakang praktikan 
pada bidang ekonomi koperasi yaitu pendidikan ekonomi dan koperasi. 
Pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan (PKL) ini memiliki 
beberapa tujuan yang diharapkan agar dapat tercapai, antara lain: 
1. Menjalankan kewajiban PKL, yang merupakan mata kuliah prasyarat wajib 
bagi mahasiswa jurusan ekonomi dan administrasi fakultas ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
2. Melakukan pengamatan secara langsung kegiatan kerja di koperasi yang 
berkaitan dengan teori yang telah dipelajari di perkuliahan dan menerapkan 
pengetahuan akademis yang telah diperoleh ;dan 
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3. Membiasakan mahasiswa terhadap kultur dunia kerja yang berbeda dengan 
kultur pembelajaran di kelas, dari segi manajemen waktu, kemampuan 
komunikasi, kerjasama dalam tim, dan tekanan yang lebih tinggi untuk 
menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. 
 
C. Kegunaan Praktek Kerja Lapangan 
Praktek kerja lapangan yang dilakukan mahasiswa diharapkan 
memberikan hasil yang positif bagi praktikan, bagi fakultas ekonomi dan 
instansi tempat praktek, antara lain sebagai berikut: 
1. Praktikan 
a. Sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka 
penyusunan tugas akhir untuk program Strata 1 (S1); 
b. Mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya serta dapat bersosialisasi dan 
berinteraksi dengan pegawai yang telah berpengalaman di dunia kerja 
nyata;  
c. Mendapatkan pengalaman bekerja sebagai pegawai instansi pemerintah; 
d. Dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan dapat 
menggali hal-hal baru yang belum didapat dari pendidikan formal 
sehingga dapat meningkatkan kualitas praktikan ;dan 
e. Mendapatkan pengetahuan, keterampilan, cara bersikap, serta pola tingkah 
laku yang diperlukan untuk menjadi seorang pekerja yang profesional dan 
bertanggung jawab. 
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2. Fakultas Ekonomi 
a. Untuk fakultas ekonomi UNJ mendapatkan standarisasi calon tenaga kerja 
yang sempurna; 
b. Menjalin kerjasama dan mendapatkan umpan balik untuk 
menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan 
instansi atau perusahaan dan tuntutan pembangunan pada umumnya, 
sehingga mewujudkan konsep dunia kerja ;dan 
c. Sebagai masukan untuk program studi pendidikan ekonomi dalam rangka 
pengembangan program studi. 
d. Mengukur seberapa besar peran tenaga pengajar dalam memberikan 
materi perkuliahan untuk mahasiswa sesuai dengan perkembangan yang 
terjadi di dunia kerja. 
e. Memperkenalkan Jurusan Ekonomi dan Administrasi Universitas Negeri 
Jakarta kepada khalayak luas dan menunjukan kualitas mahasiswa UNJ. 
f. Dapat mempromosikan keberadaan Akademik di tengah-tengah dunia 




a. Dapat menjalin hubungan yang teratur, sehat dan dinamis antara instansi 
dengan lembaga perguruan tinggi, serta menumbuhkan hubungan 
kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat; 
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b. Instansi dapat merekrut mahasiswa apabila instansi memerlukan tenaga 
kerja, karena instansi telah melihat kinerja mahasiswa selama praktek 
kerja lapangan tersebut; 
c. Sebagai bentuk realisasi akan misi sebagai fungsi dan tanggung jawab 
sosial kelembagaan ;dan 
d. Mewujudkan Coorporate Sosial Responsibility (CSR) yang sebenar-
benarnya dalam bidang edukasi. 
 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Nama Instansi : Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia 
Alamat  : Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450. 
Telepon  : 021- 3905876, 3905877, 3906178 
Fax  : 021- 31903755 
Website : www.komisiyudisial.go.id 
Praktikan memilih Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia 
sebagai tempat PKL karena pelaksanaan praktik ini harus di dalam lingkup 
kementerian atau BUMN. Selain itu, Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik 
Indonesia merupakan koperasi yang baru dibentuk sejak tahun 2009. Sehingga 
praktikan ingin mengetahui bagaimana perkembangan dari Koperasi Pegawai 
Komisi Yudisial Republik Indonesia dan koperasi ini dapat berjalan. Koperasi ini 
memiliki dua unit usaha, yaitu unit usaha simpan pinjam dan kafetaria.  
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E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Waktu Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama 20 hari. 
Terhitung dari tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan 21 Februari 2019. Dalam 
pelaksanaan kegiatan PKL waktu kerja yang ditentukan oleh koperasi pegawai 
yaitu hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 sampai dengan 17.00 WIB. 
Adapun rincian dalam tiap tahapan kegiatan sebagai berikut: 
 
1. Tahap Persiapan 
Pada tahap ini, praktikan mencari informasi mengenai tempat 
instansi atau perusahaan yang sesuai dengan bidang perkuliahan praktikan di 
wilayah Jakarta. Setelah mendapatkan informasi tempat yang sesuai, praktikan 
meminta surat pengantar dari bagian akademik fakultas ekonomi yang 
kemudian praktikan isi melalui website Sipermawa untuk mendapatkan surat 
permohonan melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Surat 
permohonan tersebut, praktikan berikan kepada bagian  administrasi Komisi 
Yudisial.   
Pada tanggal 29 Oktober 2018, praktikan mendapatkan jawaban atas 
pengajuan permohonan PKL yang menyatakan bahwa koperasi pegawai 
Komisi Yudisial   mengizinkan praktikan untuk melaksanakan PKL yang 
dimulai pada 21 Januari 2019. 
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2. Tahap Pelaksanaan   
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL selama 25 hari  kerja, terhitung 
dimulai sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan 22 Februari 2019. 
Dengan jam kerja yang mengikuti aturan yang ditetapkan oleh koperasi komisi 
yudisial. 
Tabel 1.1 
Jadwal Kerja PKL  
Hari Jam Kerja Keterangan 
Senin - Jumat 08.00-12.00  
 12.00-13.00 Istirahat 
 13.00-17.00  
 
3.Tahap Pelaporan 
Setelah melaksanakan kegiatan PKL selama 25 hari kerja, praktikan 
diwajibkan untuk memberikan laporan mengenai kegiatan pada saat 
pelaksaanaan kegiatan PKL. Praktikan melakukan penulisan laporan PKL 
dimulai pada akhir bulan Februari 2019 sampai dengan Maret 2019. Dalam 
menjalankan kegiatan PKL tersebut, praktikan sudah mengumpulkan data dan 
informasi mengenai koperasi, mulai data dari setiap unit usaha koperasi. 
Setelah data tersebut terkumpul, praktikan mengolah data untuk membuat 




Rencana dan Waktu Praktek Kerja Lapangan 
Bulan September Januari Februari Maret April 
 2018 2019 2019 2019 2019 
      
Persiapan      
      
Pelaksanaan      
      
Pelaporan      
      
 
Sumber: Data diolah oleh penulis 
 











TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA 
LAPANGAN 
 
A.  Komisi Yudisial Republik Indonesia 
Komisi Yudisal (KY) adalah lembaga yang bersifat mandiri berwenang 
dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang 
lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, 
serta perilaku hakim. Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan undang-undang 
No.22 tahun 2004, yang bertujuan untuk memenuhi harapan masyakarakat 
tentang kekuasaan kehakiman yang transparan, merdeka, dan partisipastif.  
1. Sejarah Komisi Yudisial 
Lembaga pengawas peradilan sempat digagas sebelum terbentuknya 
Komisi Yudisial. Ada wacana pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian 
Hakim (MPPH) dan Dewan Kehormatan Hakim (DKH). MPPH yang telah 
diwacanakan sejak tahun 1968, berfungsi memberikan pertimbangan dan 
mengambil keputusan yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, 
kepindahan, pemberhentian, dan tindakan atau hukuman jabatan para hakim 
yang diajukan. Komisi Yudisial dibentuk dengan dua kewenangan konstitutif, 
yaitu untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai 
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan hakim. 




2. Tujuan Komisi Yudisial 
Tujuan dibentuknya Komisi Yudisial adalah: 
a) Mendapatkan calon hakim agung, hakim ad hoc di MA dan hakim di 
seluruh badan peradilan sesuai kebutuhan dan standar kelayakan. 
b) Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, 
sekaligus meningkatkan kepatuhan hakim terhadap kode etik dan 
pedoman perilaku hakim. 
c) Mendukung terwujudnya kekuasaan hakim yang mandiri untuk 
menegakan hukum dan keadilan, agar terwujud kepercayaan publik 
terhadap hakim. 
d) Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial yang bersih dan 
bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). 
 
B. Sejarah Koperasi Pegawai Komisi Yudisial  
Menyadari pentingnya keberadaan koperasi sebagai tulang punggung 
ekonomi, KY mendorong pendirian koperasi di lingkungan lembaga pengawas 
hakim sejak 2009. Berdirinya koperasi pegawai KY merupakan jawaban atas 
tuntutan perkembangan lingkungan starategik, baik nasional dan internasional 
yang mengharuskan adanya integrasi dan kerjasama serta dinamis antar para 
pihak yang terlibat dalam rangka penyelenggaraan negara. Pada tahun 2009, 
Koperasi Pegawai KY diresmikan atas prakarsa pimpinan Komisi Yudisial 
Republik Indonesia dengan akta pendirian tanggal 20 Agustus 2009.  
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Anggota koperasi tersebut terdiri dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
CPNS dan pegawai outsourcing di lingkungan KY. Secara sukarela dan gotong 
royong menjadikan koperasi sebagai unit usaha bersama untuk membangun dan 
memberikan kesejahteraan anggota secara berkesinambungan. Setelah 
diresmikannya gedung KY pada tahun 2009 para pengurus koperasi mulai 
menentukan jenis kegiatan koperasi.  
Setelah didiskusikan, kegiatan utama koperasi akan difokuskan pada bidang 
usaha simpan pinjam dan kafetaria. Alasan yang paling mendasar memilih kegiatan 
simpan pinjam adalah adanya kebutuhan para pegawai yang kekurangan dana 
sehingga membutuhkan bantuan pinjaman, pegawai yang menjadi anggota yang 
memiliki hak untuk meminjam dari koperasi.  
Alasan pembentukan usaha pada unit kafetaria adalah untuk membantu para 
pedagang yang berkeinginan untuk berdagang dan menyiapkan konsumsi untuk 
keperluan rapat. Konsumsi rapat di KY wajib memesan melalui koperasi untuk 
penyediaan konsumsi rapat.      
Pada awal pendirian koperasi, jumlah anggota kurang lebih 140 orang yang 
selalu berupaya untuk  meningkatkan. Oleh sebab itu, regenerasi kepengerusan 
diperlukan untuk melanjutkan dan melakukan terobosan dalam berbagai kegiatan 
koperasi di KY. Para pengurus menyadari bahwa simpan pinjam saja tidak cukup 
untuk mengembangkan koperasi ini. Usaha lain yang mulai dijalankan untuk 
mengembangkan usaha koperasi adalah dengan mengelola kantin atau kafetaria di 
lingkungan gedung  KY. 
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Tujuan Koperasi Pegawai Komisi Yudisial 
Tujuan didirikannya koperasi pegawai KY berdasarkan Anggaran Dasar 
(AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART)  adalah sebagai berikut: 
1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup seluruh anggota; 
2. Memenuhi kebutuhan seluruh anggota dalam hal ekonomi; 
3. Menggalang solidaritas dan toleransi antar anggota koperasi; 
4. Memajukan dan mengembangkan unit – unit usaha yang sifatnya 
bisnis;dan 
5. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan 
perekonomian nasional. 
 
C. Struktur Organisasi  
Organisasi yang telah terbentuk memerlukan pelaksanaan manajemen 
yang baik di dalamnya, sehingga diperlukan struktur organisasi. Koperasi 
memiliki bagan struktur organisasi yang relevan, kelengkapan perangkat dan 
fungsi organisasi koperasi tersebut. Bagan struktur organisasi koperasi 
menggambarkan susunan, isi dan luas cakupan organisasi koperasi, serta 
menjelaskan posisi dari pada fungsi beserta tugas maupun kewajiban setiap 
fungsi, hubungan kerja dan tanggung jawab yang jelas.Struktur organisasi 
dalam koperasi sangat penting, agar tidak terjadi kekeliruan dalam melakukan 
atau melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab mulai dari kepengurusan 
hingga kepada karyawan.  
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Berikut susunan kepengurusan Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik 








Gambar II .1 Bagan struktur organisasi 
Pengurus koperasi pegawai KY yang terpilih, dipilih melalui Rapat Anggota 
Tahunan (RAT)  yang dianggap memenuhi syarat dan kriteria tertentu dan disahkan 
melalui rapat anggota. Pengurus dipilih dalam jangka waktu tiga tahun sekali. 
Anggota yang dipilih sebagai pengurus harus sudah menjadi anggota sekurang-
kurangnya 2 tahun. 
Pengurus masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa 
jabatan berikutnya, apabila yang bersangkutan berprestasi bagus dalam mengelola 
koperasi. Dalam menjalankan tugasnya pengurus tersebut bekerja sesuai dengan 
tanggung jawab tugasnya masing-masing. Tugas dari masing-masing pengurus 
adalah sebagai berikut : 
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1. Ketua 
Bertugas untuk memimpin organisasi, memegang kebijakan umum baik 
ke dalam maupun keluar, mengarahkan dan mengendalikan roda organisasi 
sesuai ketentuan perundang-undangan dalam AD/ART serta keputusan atau 
ketentuan lainnya, menandatangani surat-surat keputusan, surat-surat lain yang 
bersifat kebijakan umum atau yang menyangkut instansi lain bersama-sama 
sekretaris dan memimpin rapat, terutama rapat pleno dan pleno lengkap. 
2. Sekretaris 
Bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan tata usaha, bersama ketua 
umum menandatangani surat-surat keluar, bersama ketua melakukan penataan 
sekretariat koperasi, bersama ketua menandatangani surat-surat yang bersifat 
internal dengan tembusan kepada ketua umum dan membuat jadwal 
pelaksanaan program untuk disahkan dalam rapat pengurus, mengisi buku 
tabungan anggota, mencatat faktur pajak (SPT Tahunan Penghasilan Wajib 
Pajak). 
3. Bendahara 
Bertugas untuk melakukan pencacatan transaksi keuangan berupa 
penerimaa dan pengeluaran ke buku kas, membuat laporan 
pertanggungjawaban semester keuangan koperasi KY, membuat laporan 
pertanggungjawaban tahunan untuk RAT, dan melakukan pemeriksaan 
terhadap laporan keuangan dan kuitansi-kuitansi pembayaran atas snack dan 
makan siang untuk rapat di KY. 
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4. Keanggotaan 
Anggota menjadi peran penting dalam koperasi, karena koperasi 
merupakan pelayanan yang ditujukan dari anggota, dikerjakan oleh anggota, 
dan hasilnya akan kembali lagi untuk anggota. Jumlah keanggotaan koperasi 
pegawai KY sampai saat ini terus mengalami perkembangan. Pada saat ini 
jumlah anggota koperasi pegawai KY adalah 312 yang terdiri atas 192 Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) dan 120 adalah pegawai outsourcing.  
Untuk menjadi anggota Koperasi Pegawai KY terdapat syarat-syarat 
yang harus terpenuhi antara lain : 
a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum; 
b. Tercatat sebagai pegawai KY baik pegawai negeri sipil, non pegawai negeri 
sipil, maupun pegawai tidak tetap yang dikontrak oleh KY. 
c. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib yang ditetapkan dalam 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;dan 
d. Mengisi formulir anggota koperasi. 
Setiap anggota koperasi memiliki hak-hak yang didiperoleh, antara lain:  
a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat 
anggota; 
b. Memilih atau dipilih sebagai pengurus atau pengawas koperasi; 
c. Meminta penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT), Rapat Anggota 
Luar Biasa sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART; 
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d. Mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus di luar Rapat Anggota 
Tahunan atau Rapat Anggota Luar Biasa; 
e. Memanfaatkan usaha Koperasi Komisi Yudisial dan mendapatkan pelayanan 
yang sama dengan anggota lainnya;dan 
f. Memperoleh pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan kontribusi. 
 
Setiap anggota mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain:  
a. Mematuhi AD/ART , Peraturan Khusus, dan keputusan yang telah disepakati 
dalam rapat anggota; 
b. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib yang diputuskan dalam rapat 
anggota; 
c. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi KY;dan 
d. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas 
kekeluargaan. 
 
D. Unit Usaha dan Kegiatan Koperasi  
Koperasi pegawai KY memiliki beberapa unit usaha dan kegiatan-kegiatan 
yang menunjang perkembangan koperasi. Unit-unit usaha koperasi, antara lain: 
a. Simpan Pinjam  
Koperasi yang menjalankan usaha dalam bidang usaha simpan 
pinjam, memerlukan modal yang cukup besar. Menurut Permen Kop & 
UMKM Nomor 15/Per/M.KUKM/2015 khususnya pasal 19 disebutkan  
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bahwa kegiatan usaha simpan pinjam, meliputi: menghimpun simpanan dari 
anggota, memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang 
bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya, dan mengelola keseimbangan 
sumber dana dan penyaluran pinjaman (Dra, Purwantini, Rusdianti, & Wardoyo, 
2016).  
Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 UU Nomor. 17 tahun 2012 bahwa 
koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan  usaha simpan pinjam 
sebagai satu-satunya usaha. Menurut (Widiyanti, 2007) simpan pinjam adalah 
koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui 
tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian 
dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk 
tujuan produktif dan kesejahteraan. 
Dapat disimpulkan bahwa, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang 
memiliki unit usaha simpan pinjam bagi anggota koperasi. Kegiatan yang dilakukan 
untuk menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut melalui usaha 
simpan pinjam bagi para anggota koperasi. Modal yang diperoleh koperasi ini dapat 
bersumber dari simpanan wajib dan pokok anggota, dan modal pinjaman dari bank.  
 
b. Jenis-jenis Simpanan Pada Koperasi  
Koperasi mempunyai simpanan yang dijadikan sebagai modal pada 
koperasi, antara lain: 
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1. Simpanan Pokok  
Sesuai dengan UU No.25 tahun 1992, menyatakan bahwa simpanan pokok 
adalah sejumlah uang tertentu yang wajib dibayarkan anggota koperasi. 
Pembayaran simpanan pokok dikenakan pada saat calon anggota mendaftar untuk 
menjadi anggota koperasi. Pengambilan simpanan pokok tidak bisa diambil 
selama yang bersangkutan menjadi anggota. Besaran simpanan pokok pada setiap 
koperasi memiliki perbedaan. Seperti dalam koperasi pegawai KY, mengenai 
besaran simpanan disesuaikan dengan golongan anggota koperasi.  
Tabel 2.1 
Besaran Simpanan Pokok Koperasi Pegawai KY 
No. Golongan Besaran Simpanan Pokok 
1.  Eselon I Rp 400.000 
2.  Eselon II Rp 300.000 
3.  Eselon III Rp 200.000 
4.  Eselon IV Rp 100.000 
5.  Pelaksana (PNS, CPNS, TA) Rp 50.000 
6.  Building Management Rp 25.000 
Sumber : Panduan AD/ART 
2. Simpanan Wajib 
Sesuai dengan UU No.25 tahun 1992, menyatakan bahwa simpanan wajib 
adalah sejumlah uang yang menjadi simpanan tertentu yang wajib dibayarkan oleh 
anggota kepada koperasi pada periode tertentu. Simpanan wajib ini tidak dapat 
diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Dalam koperasi 
pegawai KY, besaran simpanan wajib ini dikenakan setiap bulan dengan besaran 
Rp 200.000,- per anggota koperasi melalui pemotongan tunjangan kinerja  
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pegawai secara langsung melalui bendahara KY. Sejak tahun 2018, pemotongan 
simpanan wajib secara langsung ini telah digantikan dengan pembayaran simpanan 
wajib yang dilakukan langsung oleh para anggota koperasi. Simpanan wajib ini 
dapat diambil oleh para anggota koperasi, apabila anggota tersebut sudah tidak 
menjadi anggota koperasi.  
c. Pinjaman  
Pinjaman adalah pemberian sejumlah uang kepada seseorang dengan jangka 
waktu yang telah disepakati bersama. Dalam koperasi pegawai KY, pemberian 
pinjaman berupa uang kepada para anggota koperasi dengan jangka waktu tertentu 
dan didasarkan atas golongan kepegawaian para anggota koperasi. 
1. Besaran Pinjaman 
Besaran pinjaman bagi anggota koperasi ditentukan oleh jabatan atau status 
kepegawaian anggota koperasi, sebagai berikut: 
Tabel 2.2 
Batas Pinjaman untuk Anggota Koperasi 
Status Kepegawaian Batas Peminjaman 
  
PNS Rp 5.000.000 
  
CPNS Rp 3.000.000 
  
Outsourcing Rp 2.000.000 
  
Sumber: Data diolah oleh penulis 
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Setiap anggota yang hendak meminjam diberikan jangka waktu 1 bulan 
sampai dengan 36 bulan, sesuai dengan permohonan jumlah pinjaman dan jangka 
waktu. Besaran bunga yang ditetapkan sebesar 1% setiap bulan sesuai hasil Rapat 
Anggota Tahunan (RAT) 2017. Perizinan pemberian pinjaman kepada anggota 
terlebih dahulu harus disetujui oleh ketua koperasi dan bendahara koperasi untuk 
dilakukan pemeriksaan berdasarkan besaran gaji yang diterima oleh anggota.    
a. Persyaratan Peminjaman 
Koperasi pegawai KY dalam bidang usaha simpan pinjam memiliki 
beberapa persyaratan dalam mengajukan pinjaman, antara lain: 
1. Terdaftar menjadi anggota koperasi pegawai KY 
2. Membayar simpanan wajib setiap bulan 
3. Mengisi formulir pinjaman 
b. Alur Peminjaman 
Sebelum anggota koperasi melakukan peminjaman dana, anggota koperasi 







Peminjam mengisi formulir pinjaman yang telah disediakan. 
 
Menuliskan pada kolom keterangan mengenai alasan peminjaman dan 
besaran waktu untuk meminjam. 
 
Menuliskan pada kolom keterangan mengenai alasan peminjaman dan 
















c. Keuntungan pada Bidang Usaha Simpan Pinjam 
Keuntungan dari koperasi adalah bunga yang dibebankan kepada 
peminjam, semakin banyak uang disalurkan akan memperbesar keuntungan 
koperasi. Disamping itu keuntungan lainnya adalah memperoleh biaya-biaya 
administrasi yang dibebankan kepada peminjam. Keuntungan diperoleh dari 
hasil investasi yang dilakukan di luar kegiatan peminjaman. Seperti pada bidang 
usaha kafetaria, meningkatkan pendapatan yang diterima oleh koperasi pegawai 
KY. Dapat disimpulkan bahwa keuntungan koperasi, antara lain: 
a) Biaya bunga yang dibebankan kepada peminjam 
Koperasi menjadi salah satu badan usaha yang bertujuan untuk 
mensejahterahkan anggota, dalam unit usaha simpan pinjam pemberian bunga 
diperuntukkan untuk menambah pendapatan koperasi dan menjadi cara untuk  
Unit koperasi simpan pinjam, melakukan penyeleksian kepada para 
peminjam yang sudah mengisi keterangan. 
 
Unit koperasi simpan pinjam, akan memilih para anggota yang ingin 
dananya untuk dicairkan. Dengan persetujuan bendahara. 
 
Dana untuk para peminjam akan dicairkan oleh pengurus koperasi 
 
Dana tersebut akan diberikan kepada para peminjam sesuai dengan saldo kas 




mendisplinkan anggota dalam hal pembayaran pinjaman. Besaran bunga yang 
dikenakan di unit usaha simpan pinjam KY sebesar 1 persen setiap bulannya dan 
bersifat flat (tetap) berdasarkan pokok awal pinjaman.  
b) Biaya Adminsitrasi Setiap Transaksi 
Besaran biaya administrasi yang dibebankan adalah sebesar Rp 100.000, 
apabila anggota koperasi sudah tidak bekerja di lingkungan KY dan dalam 
pemberian denda setiap anggota koperasi yang mengalami keterlambatan 
pembayaran pinjaman sebesar Rp 100.000 perbulan. 
 
d. Kartu Anggsuran  
Dalam koperasi pegawai KY pada unit usaha simpan pinjam, pegawai 
koperasi memberikan kartu anggsuran kepada para anggota koperasi yang 
meminjam. Kartu anggsuran adalah rincian besaran anggota setiap anggota 
koperasi yang telah membayar. 
 
e. Surat Permohonan Pinjaman 
Apabila anggota koperasi yang ingin meminjam ke koperasi harus 
mengajukan pinjaman melalui surat permohonan pinjaman yang telah tersedia, 
anggota koperasi harus mengisi surat permohonan pinjaman dan  
mencantumkan alasan yang telah disediakan oleh koperasi dan besaran 
pinjaman yang ingin diajukan. 
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E. Penanganan Keterlambatan Pembayaran Pinjaman 
Apabila angggota koperasi mengalami keterlambatan dalam membayar, 
koperasi dapat melakukan kebijakan penangan pinjaman yang bermasalah, 
antara lain: 
a. Memberikan surat pemberitahuan perihal pembayaran anggsuran pinjaman, 
surat tersebut diberikan setiap tanggal 1 pada awal bulan. Bertujuan agar 
anggota koperasi mengingat dalam hal pembayaran anggsuran pinjaman 
b. Karyawan koperasi khususnya pada unit simpan pinjam, melakukan 
penagihan kepada anggota koperasi yang sudah mengalami tunggakan lebih 
dari dua bulan. 
c. Apabila anggota koperasi mengalami keterlambatan pembayaran lebih dari 
enam bulan, bendahara koperasi akan mendatangi anggota koperasi tersebut. 
 
2. Unit Usaha Kafetaria 
a. Kafetaria  
Kafetaria adalah tempat untuk makan dan minum dan menyuguhkan 
suasana santai. Sehingga unit usaha kafetaria di KY ini menyediakan tempat 
untuk para penjual berdagang dan koperasi KY menyediakan snack dan 
makan siang untuk para pegawai KY yang sedang melaksanakan rapat. 
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Sejak tahun 2010, koperasi pegawai KY telah menjalin kerjasama dengan 
para penjual yang ingin menggunakan tempat berjualan di KY. Koperasi KY 
mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari setiap counter untuk setiap 
harinya, koperasi mendapatkan keuntungan sebesar 2 persen.  Dengan usaha 
kafetaria ini, koperasi KY dapat dengan mudah menyediakan konsumsi apabila 
sedang diadakan rapat.  
b. Usaha Kafetaria 
Koperasi KY pada usaha kafetaria menjalan kegiatan usahanya, yaitu 
menyediakan konsumsi rapat bagi para pegawai KY, yang nantinya koperasi 
akan mendapatkan keuntungan sebesar 2 persen dari pemesanan konsumsi rapat. 
Untuk snack dikenakan biaya sebesar Rp 20.000/box dan konsumsi makan siang 
dikenakan Rp 35.000. Menyediakan tempat berjualan, koperasi KY 
menyediakan tempat berjualan dan bekerjasama dengan para penjual. Dengan 
biaya sewa counter sebesar Rp 300.000 per bulan.  
 
4. Kegiatan Koperasi 
Kegiatan yang diadakan koperasi pegawai KY, mulai dari kegiatan yang 





a. Bingkisan Hari Raya 
Koperasi pegawai KY memberikan bingkisan hari raya kepada para 
anggota yang menjaga loyalitas dalam memakai jasa unit-unit usaha yang ada 
di koperasi. Besaran harga bingkisan yang diberikan disesuaikan dengan 
seberapa besar anggota koperasi dalam berpartisipasi dan berkontribusi di 
koperasi.  
b. Bazar Koperasi Pegawai KY  
Dalam rangka memperingati ulang tahun KY, diadakan bazar selama satu 
kali dalam setahun. Bazar bertujuan untuk menambah pemasukan bagi 
koperasi dengan menyewakan stand bagi pedagang yang ingin berjualan. 











PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Koperasi pegawai Komisi Yudisial, terdapat dua bidang usaha kerja 
yang menjadi aktivtas utama di dalam koperasi tersebut, yaitu simpan pinjam 
dan kafetaria. Pada pelaksanaan praktik kerja lapangan ini, praktikan 
ditempatkan pada divisi usaha simpan pinjam. Praktikan mendapatkan tugas 
untuk mengurusi bagian administrasi simpan pinjam untuk Pegawai Negeri Sipil 
(PNS). Tugas praktikan seperti, memasukkan data jumlah anggota yang 
meminjam, memaksukan data pinjaman anggota, menghitung piutang anggota 
koperasi, dan pelayanan kepada anggota. Dalam menjalankan tugas tersebut, 
praktikan dibimbing oleh Ayu Ningsih sebagai karyawan koperasi pada unit 
simpan pinjam. Selain itu, praktikan juga diawasi langsung oleh ketua koperasi 
yang bernama Bapak Nur Agus Susanto, S.H, M.Hum. 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
Tugas praktikan di koperasi pegawai Komisi Yudisial adalah sebagai berikut: 
1. Memasukkan Data Simpanan Anggota  
Kewajiban anggota koperasi pada saat pertama kali mendaftar 
menjadi anggota adalah melakukan pembayaran simpanan pokok pada saat 
membayar, dan simpanan wajib dibayarkan setiap bulannya.  
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Pada koperasi Komisi Yudisial simpanan wajib sebesar Rp 200.000 untuk 
seluruh anggota koperasi baik PNS dan non PNS yang bekerja di KY. Sedangkan 
untuk simpanan pokok dibedakan berdasarkan golongan. Untuk golongan Eselon I 
simpanan pokok sebesar Rp 400.000,- untuk Eselon II sebesar RP 300.000, untuk 
Eselon III, dan tenaga Ahli sebesar Rp 200.000. untuk Eselon IV sebesar Rp 
100.000. Untuk Pelaksana (PNS/CPNS) simpanan wajib sebesar Rp 50.000 dan 
untuk pegawas non-PNS sebesar Rp 25.000. 
Sejak tahun 2018, pemotongan simpanan wajib secara langsung melalui 
tunjangan kinerja telah digantikan dengan pembayaran simpanan wajib yang 
dilakukan langsung oleh para anggota koperasi khususnya pegawai PNS, 
sedangkan untuk k pegawai outsourcing pengenaan besaran simpanan wajib 
dikenakan setiap bulannya melalui pemotongan gaji melalui PT Airkon dan 
selanjutnya dana tersebut akan dipindahkan ke rekening koperasi pegawai komisi 
yudisial.  
 




2. Memasukkan Data Pinjaman Anggota  
Praktikan memasukkan data pinjaman anggota ke dalam kartu anggsuran 
yang terdapat pada data di microsoft excel. Praktikan memasukkan data 
pinjaman sesuai dengan anggsuran pinjaman anggota koperasi. Kartu anggsuran 
ini berfungsi untuk meminimalkan resiko dan pencatatan tanggal mengenai 
tanggal pembayaran anggsuran serta memudahkan anggota koperasi mengenai 








Gambar III.2 Kartu Anggsuran Pinjaman 
 
3. Membuat Surat Penagihan Pembayaran 
Praktikan melakukan pembuatan surat penagihan pembayaran anggsuran. 
Dimana surat penagihan pembayaran tersebut, dilakukan setiap bulannya dan 
diedarkan setiap awal bulan. Sehingga anggota koperasi yang meminjam dapat 
mengetahui besaran dana anggsuran yang harus di bayar dan jatuh tempo 
pembayaran. 
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4. Membuat Kuitansi Pembayaran Anggsuran 
Praktikan melakukan tugas dalam pembuatan kuitansi pembayaran 
anggsuran yang dilakukan oleh setiap anggota yang meminjam. Kuitansi ini 





Gambar III.3 Kuitansi Pembayaran Angsuran 
 
5. Melakukan Pelayanan Kepada Anggota Koperasi 
Praktikan memberi informasi kepada anggota koperasi yang ingin 
meminjam dana, mengenai tata-tata cara peminjaman dan syarat-syarat untuk 
meminjam. 
 
6. Membuat Surat Tagihan yang belum dibayarkan 
Praktikan melakukan pembuatan surat tagihan, dimana di dalam 
surat tersebut. Praktikan mencocokan data yang ada di dalam kartu anggsuran 
dengan kuitansi yang ada, selanjutnya praktikan melihat apakah data tersebut  
telah sesuai dengan kartu anggsuran dan kuitansi lalu dibuatkan penjumlahan 
besaran anggsuran yang belum dibayarkan oleh anggota koperasi. 
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C. Kendala yang Dihadapi 
Dalam menyelesaikan tugas PKL pada koperasi pegawai KY, 
praktikan berusaha untuk melaksanakan pekerjaan dan tugas yang diberikan 
dengan baik,  pekerjaan yang dilakukan dapat terselesaikan dengan tepat 
waktu dan hasil yang memuaskan. Namun dalam melaksanakan pekerjaan, 
praktikan mengalami beberapa kendala yang datang dari dalam diri 
(internal) praktikan dan dari luar (eksternal). Kendala-kendala tersebut, 
antara lain: 
1. Pencatatan Laporan Ganda (secara manual dan komputer) 
Memasukkan data koperasi baik dalam bidang usaha simpan pinjam 
dan bidang usaha kafetaria dilakukan dalam dua pencatatan, yaitu pada awal 
mulanya data dimasukkan secara manual. Setelah dilakukan pencatatan 
secara manual, data tersebut dimasukkan ke dalam komputer dengan 
menggunakan microsoft excel. Sehingga membuat pekerjaan menjadi tidak 
efisien dan menimbulkan kesalahan pencatatan dan kerancuan, apabila 
terdapat perbedaan pencatatan antara manual dengan komputer.  
 
2. Keterlambatan Pembayaran 
Bidang usaha simpan pinjam mempunyai risiko dalam pemberian 
pinjaman. Sehingga pihak koperasi harus memperhatikan prinsip kehati-
hatian dan asas pemberian pinjaman. Pada koperasi pegawai KY   
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mengalami permasalahan pada pembayaran. Terlihat dalam pembayaran angsuran 
pinjaman anggota yang masih terlambat.  Menyebabkan saldo kas unit usaha 
simpan pinjam koperasi tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima oleh 
koperasi. Banyak anggota yang belum membayar baik dari PNS dan pegawai 
outsourcing. Menyebabkan koperasi tidak bisa memberikan pinjaman kepada 
semua anggota koperasi yang ingin mengajukan pinjaman.  
 
3.Kurangnya Partisipasi Anggota 
Koperasi ditujukan untuk kesejahteraan anggota koperasi, apabila anggota 
koperasi kurang dalam hal partisipasi. Menyebabkan perkembangan koperasi 
akan terganggu. Partisipasi anggota pada koperasi pegawai KY, dinilai masih 
kurang. Dapat terlihat kurangnya partisipasi anggota koperasi, antara lain: 
a. Partisipasi kontributif anggota dalam pembayaran simpanan wajib anggota 
yang masih tidak tepat waktu.  
b. Partisipasi langsung, menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan 
pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT). RAT yang diselenggarakan oleh 
koperasi pegawai KY anggota yang hadir sebesar 120 anggota koperasi dari 
312 anggota koperasi.  
 
D. Cara Mengatasi Kendala  
Berdasarkan kendala yang ada dalam pelaksanaan PKL, maka cara 
yang dilakukan oleh praktikan untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain: 
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1. Pencatatan Laporan Ganda  
Dalam mengatasi kendala pencatatan laporan secara manual dan 
dengan menggunakan  microsoft excel dalam menghindari perbedaan data-data 
tersebut. Praktikan memasukkan data dari pencatatan secara manual ke dalam 
komputer dengan fokus dan teliti dalam mengerjakan tugas tersebut, agar tidak 
terjadi kesalahan pencatatan. Cara mengatasi kesalahan dalam hal pelaporan, 
koperasi pegawai KY dapat memiliki sebuah aplikasi dalam hal pelaporan 
mengenai simpanan dan pinjaman. Untuk mempermudah pelaporan, 
menggunakan aplikasi simpanan dan pinjaman ini. Sehingga meminimalkan 
kekeliruan data simpanan dan pinjaman di koperasi pegawai KY.  
 
2. Keterlambatan Pembayaran Pinjaman 
Tunggakan anggsuran pinjaman yang dilakukan oleh anggota koperasi, 
menjadi salah satu kendala yang ada di dalam koperasi, kendala tunini berasal 
dari para anggota koperasi yang telat melakukan pembayaran. Keterlambatan 
pembayaran pinjaman disebabkan oleh faktor anggota kurang menyadari jadwal 
pembayaran pinjaman dan keterbatasan dana yang dimiliki oleh anggota 
koperasi. Dalam mengatasi permasalahan keterlambatan pembayaran, koperasi 
dapat menggunakan cara: 
a. Pengawasan pada pemberian pinjaman kepada anggota harus lebih efisien 
guna menghindari terjadinya penyimpangan. Bendahara koperasi sebagai 
pihak yang berwenang dalam memberikan pinjaman kepada anggota, dapat  
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melakukan pengawasan dan penilaian terhadap anggota koperasi yang 
berkeinginan untuk meminjam. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melihat dari 
keaktifan pembayaran dan track record (rekam jejak) anggota koperasi. 
b. Memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi dibidang simpan pinjam 
serta penyusunan dokumentasi yang lebih baik. Karyawan koperasi khususnya 
dalam bidang usaha simpan pinjam dapat meningkatkan ketelitian dalam 
penyusunan administrasi berupa laporan dan data-data anggota koperasi yang 
melakukan pinjaman. 
c. Karyawan koperasi pada unit usaha simpan pinjam dapat menggolongkan 
kolektibilitas kredit terbagi atas kredit lancar, dalam perhatian khusus, kurang 
lancar, diragukan dan macet, antara lain: 
1.1 Apabila pinjaman tersebut digolongkan dalam pinjaman lancar, pihak 
koperasi dapat mengatasi dengan meningkatkan intensitas penagihan dengan 
cara mengingatkan dalam bentuk surat pemberitahuan anggsuran pinjaman. 
1.2 Apabila pinjaman tersebut digolongkan dalam perhatian khusus, kasus seperti 
ini terjadi keterlambatan pembayaran sampai dengan 90 hari (3 bulan). 
Permasalahan ini dapat diatasi dengan peningkatan intensitas penagihan 
pinjaman berupa surat pemberitahuan anggsuran pinjaman dan penggenaan 
denda keterlambatan pembayaran. 
1.3 Apabila kredit tersebut digolongkan kurang lancar, pada kasus ini 
pembayaran pinjaman terdapat tunggakan melampaui 90 hari (3 bulan) 
sampai dengan 180 hari (6 bulan). Dalam mengatasi permasalahan ini dapat  
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diatasi dengan pemberian surat pemberitahuan pinjaman dan pengurus 
koperasi dapat mendatangi anggota koperasi yang mengalami pinjaman kurang 
lancar untuk membahas penyelesaian masalah keterlambatan pembayaran 
berupa rescheduling (penjadwalan kembali) mengenai pembayaran anggsuran. 
1.4 Apabila pinjaman tersebut digolongan diragukan, pada kasus ini kredit terdapat 
tunggakan melampaui 180 hari (6 bulan) sampai dengan 270 hari (9 bulan). 
Dalam mengatasi permasalahan ini dapat diatasi dengan cara meningkatkan 
intensitas penagihan pinjaman dan mendatangi anggota koperasi yang 
mengalami permasalahan keterlambatan pembayaran. Jika anggota koperasi 
tersebut tidak bisa membayar pelunasan, anggota koperasi bisa mengajukan 
rescheduling  (penjadwalan kembali). 
1.5 Apabila pinjaman tersebut digolongkan macet, pada kasus ini pinjaman 
tersebut terdapat tunggakan melampaui 270 hari (9 bulan). Menurut (Iskandar, 
2013) dalam mengatasi permasalahan ini dapat diatasi dengan cara peningkatan 
intensitas penagihan pembayaran. Jika anggota koperasi tersebut tidak bisa 
membayar  anggsuran pinjaman, anggota koperasi dapat mengajukan 
rescheduling mengenai waktu pembayaran 
 
3. Kurangnya Partisipasi Anggota  
Partisipasi merupakan faktor yang paling penting dalam mendukung 
keberhasilan atau perkembangan suatu organisasi. Melalui partisipasi 
memegang peranan yang menentukan dalam perkembangan koperasi.  
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Tanpa partisipasi anggota, koperasi tidak akan dapat beekerja secara efisien 
dan efektif . Sehingga partisipasi anggota sangat penting dalam menentukan 
perkembangan koperasi. Anggota harus berpartisipasi dalam mencapai tujuan 
koperasi. Menurut (Hendar, 2010) partisipasi anggota diperlukan untuk mengatasi 
penampilan yang buruk dari koperasi, menghilangkan kesalahan dan membuat 
kebijaksanaan dalam pengembangan koperasi. Partisipasi anggota dapat 
meningkatkan pembentukan dan pertumbuhan koperasi dalam bentuk sarana 
keuangan dan dalam bentuk tenaga kerja (Hanel, 2005).  Sehingga partisipasi 
anggota harus ditingkatkan, dengan cara meningkatkan partisipasi, antara lain: 
1. Menyediakan pelayanan kepada anggota koperasi 
2. Berusaha memberikan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang meningkat dari waktu 
ke waktu 
3. Mengadakan sebuah acara untuk meningkatkan partisipasi anggota di 
lingkungan KY. Seperti pemberian hadiah bagi anggota koperasi yang aktif 
dan tepat waktu dalam pembayaran anggsuran pinjaman setiap bulan. 
 
E. Analisis SWOT  
1. Strengths (Kekuatan)  
Dalam koperasi pegawai koperasi komisi yudisial unit usaha simpan 
pinjam, unit usaha simpan pinjam menyediakan pemberian pinjaman 
kepada anggota koperasi dan menghimpun jumlah simpanan anggota. Pada 
unit usaha simpan pinjam ini memiliki kekuatan yaitu dalam pemberian  
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pinjaman mengenakan bunga pinjaman sebesar 1% yang bersifat flat (tetap) 
dengan masa pinjaman 1  bulan sampai dengan 36 bulan. Pinjaman dapat 
dipinjam oleh anggota koperasi mulai dari Rp 500.000 sampai dengan Rp 
30.000.000. Dengan bunga pinjaman yang bersifat tetap ini, menjadi salah satu 
alasan banyak anggota koperasi yang lebih menyukai untuk melakukan 
pinjaman kepada koperasi dibandingkan meminjam kepada bank. 
2. Weakness (Kelemahan) 
Salah satu kendala yang dialami oleh unit usaha simpan pinjam adalah 
keterlambatan pembayaran pinjaman dan simpanan oleh anggota koperasi. 
Dengan keterlambatan pembayaran ini menyebabkan modal yang dimiliki oleh 
koperasi mengalami penurunan. Pendapatan koperasi pegawai KY hanya 
diterima dari unit usaha simpan pinjam dan kafetaria, sehingga pendapatan 
koperasi hanya bergantung terjadap dua unit usaha saja. Sehingga pendapatan 
yang diterima oleh koperasi hanya bergantung terhadap bunga pinjaman, 
keuntungan penjualan snack dan makan siang. 
3. Opportunities (Peluang) 
Dalam koperasi pegawai komisi yudisial memiliki dua unit usaha simpan 
pinjam dan kafetaria, peluang perkembangan koperasi dapat ditingkatkan 
dengan cara meningkatkan partisipasi anggota koperasi, peningkatan 
pembayaran simpanan, dan pembentukan unit usaha lain. Dengan melihat 
anggota koperasi pegawai KY yang berjumlah 312 anggota, koperasi pegawai 
KY dapat membentuk unit usaha lain yaitu unit toko.  
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Dengan pembentukan unit usaha toko yang berperan dalam menyediakan 
kebutuhan bagi anggota, dan memberikan peningkatan pendapatan bagi koperasi 
dan dapat memenuhi kebutuhan akan barang yang diperlukan oleh anggota.  
4. Threats (Ancaman) 
Dalam unit usaha simpan ini memiliki beberapa ancaman, yaitu dengan 
terjadinya keterlambatan pembayaran mengakibatkan modal koperasi berkurang 
dan mengurangi kesempatan anggota koperasi lain untuk meminjam di koperasi 
tersebut. Dalam unit usaha simpan pinjaman ini terdapat ancaman lain yaitu 
peminjaman di koperasi berkisar dari Rp 500.000-Rp 30.000.000, apabila anggota 
koperasi yang ingin meminjam lebih dari ketentuan koperasi, anggota koperasi 
lebih memilih untuk meminjam di bank. Dengan ketentuan peminjaman yang 
lebih besar, sehingga ancaman bagi koperasi pada unit usaha simpan pinjam 
adalah bank dalam pemberian pinjaman. 
 
F. Analisa Pelaksanaan Kegiatan PKL 
Koperasi pegawai komsi yudisial didirikan pada tanggal 20 Agustus 2009. 
Pendirian koperasi ini didasarkan atas pentingnya keberadaan koperasi di dalam 
lingkungan KY. Pendirian koperasi pegawai bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan anggota, memenuhi kebutuhan seluruh anggota dalam hal ekonomi, 
dan menjadi gerakan ekonomi rakyat. Koperasi pegawai KY memiliki dua unit 
usaha yaitu simpan pinjam dan kafetaria. Pada unit usaha simpan pinjam ini  
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anggota koperasi dapat melakukan pinjaman kepada koperasi dengan bunga tetap 
yaitu sebesar 1 persen, anggota koperasi dapat meminjam mulai Rp 500.000,- 
sampai dengan Rp 30.000.000 dalam jangka waktu 1 bulan sampai dengan 36 
bulan. Pada unit usaha kafetaria ini, koperasi memberikan sewa tempat untuk para 
pedagang sebesar Rp 350.000/bulan dan koperasi menyediakan kebutuhan snack 
dan makan siang untuk rapat.   
Mekanisme peminjaman di koperasi pegawai komisi yudisial yaitu anggota 
koperasi yang ingin melakukan pinjaman dapat mendatangi koperasi dengan 
mengisi formulir pengajuan pinjaman dan mengisi alasan peminjaman. Bendahara 
koperasi dan karyawan koperasi akan melakukan seleksi terhadap anggota koperasi 
yang mengajukan pinjaman. Apabila anggota koperasi mendapatkan persetujuan 
pinjaman, anggota koperasi mendatangani surat penerimaan pinjaman. Selanjutnya 
anggota koperasi dapat membayarkan anggsuran pinjaman pada bulan selanjutnya. 
Apabila anggota koperasi tidak mendapatkan persetujuan pinjaman, anggota 
koperasi dapat menunggu persetujuan pinjaman.   
Dalam pelaksanaan kegiatan koperasi untuk unit usaha simpan pinjam 
terdapat permasalahan yaitu terjadi keterlambatan pembayaran pinjaman yang 
dilakukan oleh anggota koperasi, mengakibatkan kas koperasi pada unit usaha 
simpan pinjam mengalami penurunan. Tingkat partisipasi anggota koperasi yang 
masih melemah terlihat dalam pembayaran simpanan wajib anggota yang masih  
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keterlambatan dan partisipasi anggota dalam kegiatan Rapat Anggota Tahunan 
(RAT) yang masih rendah. Apabila terjadi keterlambatan yang dilakukan oleh 
anggota koperasi, koperasi mengenakan denda keterlambatan bagi anggota sebesar 
Rp 100.000/bulan, karyawan koperasi melakukan penagihan pembayaran terhadap 
setiap anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran, dan membuat surat 
penagihan pembayaran pinjaman yang ditujukkan kepada anggota koperasi yang 
diedarkan setiap awal bulan yang bertujuan untuk mengingatkan anggota koperasi 
dalam membayar pinjaman. 
Dengan melihat jumlah anggota koperasi pegawai di KY sebesar 312 
anggota, koperasi dapat meningkatkan peluang dalam mengembangkan koperasi. 
Kttfoperasi pegawai KY dapat membentuk unit usaha lain yaitu unit toko, dengan 
pembentukan unit usaha toko yang berperan dalam menyediakan kebutuhan bagi 
anggota, dan memberikan peningkatan pendapatan bagi koperasi dan dapat 
memenuhi kebutuhan akan barang yang diperlukan oleh anggota.  
Dalam melaksanakan kegiatan koperasi, koperasi pegawai KY khususnya 
pada unit usaha simpan pinjam memiliki ketentuan yang tidak sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 Pasal 19 (2) tentang 
pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi dalam memberikan 
pinjaman, koperasi wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat 
dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman. 
Dalam kegiatanya koperasi memberikan pinjaman kepada anggota didasarkan atas 
keterangan anggota koperasi dalam meminjam.  
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Dalam pengembangan koperasi pegawai KY, seharusnya pengurus koperasi 
dan anggota koperasi dapat berkerjasama dalam mengembangkan koperasi dan 
meningkatkan partisipasi anggota koperasi. Hal ini dikarenakan partisipasi anggota 
koperasi berperan penting dalam pengembangan koperasi. Dalam pemberian 
pinjaman, pengurus dan karyawan koperasi dapat lebih teliti dalam administarasi 
pinjaman anggota. Dengan melakukan pemeriksanaan laporan mengenai pinjaman 
anggota, apabila anggota koperasi mengalami keterlambatan pembayaran yang 














A. Kesimpulan  
Praktik kerja lapangan merupakan suatu kegiatan yang 
dilakukan oleh setiap perguruan tinggi untuk melihat para mahasiswa 
dalam memperoleh pengalaman kerja. Dengan mengikuti PKL ini, 
mahasiswa bisa lebih mengenal, mengetahui dan berlatih menganalisis 
kondisi lingkungan dunia tenaga kerja sebagai upaya untuk 
mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. 
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di koperasi pegawai KY. 
Praktikan memilih koperasi ini dikarenakan adanya keharusan yang 
ditetapkan oleh fakultas bahwa kegiatan PKL harus berada di dalam 
koperasi di lingkungan instansi pemerintahan.  Dengan pelaksanaan PKL 
ini dapat mengaplikasikan teori yang sudah dipelajari untuk dipraktikan 
di dalam dunia kerja. 
Praktikan melaksanakan kegiatan tersebut selama 25 hari kerja 
yaitu dimulai dari 21 Januari sampai dengan 22 Februari 2019. Jam kerja 
dalam kegiatan pelaksanaan PKL, mulai pukul 08.00 sampai dengan 
17.00 WIB. Di koperasi pegawai KY memiliki dua unit usaha koperasi 
yaitu usaha simpan pinjam dan usaha kafetaria. Praktikan di tempatkan 




Tugas-tugas yang dilakukan praktikan secara rinci pada unit 
usaha simpan pinjam, yaitu memasukan data simpanan anggota, 
memasukan data pinjaman anggota, membuat kartu anggsuran anggota, 
dan membagikannya kepada para anggota yang meminjam, memberikan 
pelayanan kepada anggota yang ingin mendaftar menjadi anggota 
koperasi, melakukan pengarsipan berkas-berkas, melakukan ikhtisar data 
simpanan dan pinjaman para anggota koperasi baik PNS dan pegawai 
outsourcing. 
Dengan adanya kegiatan PKL ini, praktikan dapat mengetahui 
pengelolaan koperasi pegawai dan cara kerja di koperasi pegawai , 
khususnya pada unit usaha simpan pinjam. Selain itu, praktikan juga 
dapat mengidentifikasikan kendala yang dihadapi dalam dunia kerja 
sekaligus bagaimana cara mengatasi setiap kendala yang ada guna 
meningkatkan kinerja praktikan ke depannya.  
 
B. Saran  
Berdasarkan hasil kegiatan PKL yang dilaksanakan di koperasi 
pegawai, khususnya pada unit usaha simpan pinjam, maka praktikan 
menyampaikan beberapa saran sebagai bahan masukan yang 
bermanfaat bagi kemajuan dan kelancaran kinerja pada koperasi 
pegawai KY. Adapun saran-saran tersebut, antara lain: 
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1. Bagi Pihak Koperasi  
a. Pada koperasi pegawai KY, dalam pemasukan data pinjaman dan 
simpanan anggota koperasi masih menggunakan microsoft excel. 
Dibandingkan dengan koperasi pegawai di instansi pemerintah yang 
sudah menggunakan aplikasi untuk memasukan data simpan dan 
pinjaman. 
b. Permasalahan pada koperasi pegawai KY adalah kredit macet, 
dimana pembayaran angsuran pinjaman oleh para anggota koperasi 
mengalami keterlamabatan. Sehingga pendapatan yang diterima 
oleh koperasi kekurangan. Dalam penagihan pinjaman anggota, 
pihak pengelola koperasi dapat lebih tegas dalam penyampaian 
anggsuran dan menerapkan aturan. Seperti pengenaan denda kepada 
anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran anggota 
koperasi  
c. Peran pengurus koperasi sangat penting untuk meningkatan 
partisipasi para anggota koperasi. Dengan partisipasi para anggota 
ini dapat meningkatkan peranan koperasi. 
d. Koperasi harus meningkatkan kreativitas dalam menjalankan 
kegiatan koperasi. Seperti pada menambahakan unit usaha baru, 




e. Dalam pemberian pinjaman koperasi, pihak pengelola dan pengurus 
koperasi dapat lebih teliti. Dengan pemeriksaan yang dilakukan, 
pemberian pinjaman menjadi lebih tepat dan melihat apakah anggota 
koperasi tersebut mengalami keterlambatan dalam pembayaran atau 
tidak. Apabila anggota tersebut tidak mengalami keterlambatan 
dalam pembayaran, maka pihak koperasi dapat memberikan 
pinjaman. Apabila anggota tersebut mengalami keterlambatan 
pembayaran, pengelola dan pengurus koperasi dapat 
mempertimbangkan pemberian pinjaman.  
f. Dalam pencatatan laporan keuangan agar tidak mengalami 
keterlambatan. Koperasi diharapkan agar menyusun keuangan 
menjadi lebih rinci dan terstruktur. 
 
2. Bagi  Fakultas 
a. Adanya pelatihan khusus, misalnya melalui program seminar PKL. 
Sehingga praktikan lebih siap dalam proses pelaksanan PKL. 
b. Pemberian bimbingan khusus bagi praktikan yang dilakukan oleh 
dosen pembimbing selama kegiatan PKL ini dijalankan sehingga 
praktikan dapat masukan dan saran dari setiap kendala yang dihadapi 
dalam kegiatan PKL. 
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3. Bagi Mahasiswa 
a. Dalam kegiatan PKL, praktikan seharusnya lebih mempersiapkan diri, 
dari segi akademis dan kemampuan sebelum melaksanakan kegiatan 
PKL. 
b. Seharusnya praktikan dapat memanfaatkan program PKL dengan 
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Lampiran 1 (Kegiatan Praktikan) 
No. Tanggal Kegiatan 
1. 21 Januari 2019 1. Memindahkan data pinjaman anggota koperasi yang meninjam 
2. Membuat nota dan kwitansi untuk konsumsi  
3. Memindahkan data penjualan di koperasi 
2. 22 Januari 2019 1. Membuat surat penagihan pinjaman kepada  anggota koperasi untuk 
penagihan bulan Februari. 
2. Memindahkan nota-nota dan kwitansi dari kafetaria dan menghitung 
laba yang diterima koperasi 
3. 23 Januari 2019 1. Membuat laporan kafetaria untuk tahun 2018 
2. Memindahkan data peminjam koperasi 
4. 24 Januari 2019 1. Memindahkan nota-nota untuk keperluan pendataan 
5. 25 Januari 2019  1. Memindahkan data pinjaman anggota koperasi ke tabel rekapan 
2. Memindahkan nota-nota pembayaran kafetaria 
6. 28 Januari 2019  1. Memindahkan data pinjaman anggota koperasi ke tabel rekapan 
2. Membuat surat pemberitahuan untuk pembayaran peminjaman  
7. 29 Januari 2019  1. Memindahkan kwitansi ke tabel rakapan 
8. 30 Januari 2019 1. Melakukan pengarsipan atas surat pemberitahuan pinjaman 
2. Membuat surat keluar mengenai pemberitahuan pinjaman 
9. 31 Januari 2019  1. Mengantarkan surat pemberitahuan pinjaman kepada anggota 
koperasi yang meminjam. 
2. Membantu mengerjakan laporan laba rugi untuk bulan Januari 2019 
3. Membantu mengerjakan laporan keuangan untuk tahun 2018 
10. 1 Januari 2019 1. Memeriksa laporan keuangan koperasi tahun 2018 
2. Membuat laporan pendapatan  
11. 4 Februari 2019  1. Memindahkan data-data dan rekapan pendapatan  
2. Membantu membuat laporan keuangan tahun 2018 
12 5 Februari 2019 1. Mengarsipkan laporan-laporan keuangan simpan pinjam dan kantin 
2. Memindahkan data-data para anggota koperasi yang telah membayar 
pinjaman 
13 6 Februari 2019 1. Menginput nama-nama anggota koperasi komisi Yudisial yang baru 
mendaftar  
2. Menghitung tagihan-tagihan yang belum dibayarkan oleh para 
anggota yang meminjam  
14 7 Februari 2019 1. Membuat surat perjanjian antara koperasi yudisial dengan PT Airkon 
mengenai pemotongan gaji bagi para anggota outsourcing yang 
meminjam 
2. Menginput data-data peminjam yang telah membayar pinjaman  
15 8 Februrari 2019  1. Menginput data peminjam yang sudah membayar pinjaman 
2. Menghitung tagihan pinjaman para anggota yang belum membayar 
3. Membuat kuitansi mengenai pembayaran snack dan makanan  
16 11 Februari 2019 1. Membuat kuitansi untuk pembayaran pinjaman anggota 
2. Menginput data-data peminjam yang telah mendapatkan dana 
pinjaman 
17 12 Februari 2019  1. Memindahkan data-data peminjam 
2. Membuat surat penagihan piutang 
18 13 Februari 2019 1. Membuat surat penyampaian laporan keuangan koperasi komisi 
yudisial 2018 
19 14 Februari 2019 1. Membuat kuitansi atas pembayaran angusran pinjaman 
2. Memindahkan data-data penjualan kafetaria  
3. Menghitung pendapatan kantin untuk bulan Februari 
20 15 Februari 2019 1. Menghitung sisa-sisa anggsuran para peminjam 
2. Memasukan data-data para peminjam yang sudah membayar 
anggsuran  
21.  18 Februari 2019 1. Menghitung sisa jumlah anggsuran para anggota yang belum tertagih 
2. Membuat surat pemotongan iuran wajib bagi para anggota non-PNS 
3. Mengingatkan kepada para peminjam yang belum membayar 
anggsuran dari bulan Januari 2018 sampai dengan Februari 2019. 
4. Membuat kuitansi pesanan konsumsi rapat 
22. 19 Februari 2019 1. Membuat surat pemberitahuan penangihan bagi para anggota yang 
belum membayar untuk bulan Maret 2019. 
23. 20 Februari 2019 1. Memindahkan data-data para anggota yang meminjam 
2. Menghitung tagihan-tagihan yang belum dibayarkan  
3. Memindahkan data-data para anggota yang meminjam ke dalam kartu 
anggsuran  
24. 21 Februari 2019 1. Memindahkan data-data anggota koperasi yang melakukan pinjaman 
2. Memindahkan data iuran PNS dan pegawai Outsourcing ke dalam 
microsoft excel dan data manual  
3. Mengoreksi keselahan penginputan data 
25. 22 Februari 2019 1. Menghitung besaran pinjaman anggota 
2. Mencari data dan informasi seputar koperasi pegawai KY untuk 
menyusun PKL 
50
    
 51 












































































































































































































      





      




      




      













      






      





      





      

















      















      






      














      





      





      

















      





      




      




      





















      





      





      
















      





      




      




      













      






      





      





      

















      





      




      




      





















      





      





      

















      





      




      




      






      






      






      





      




      


















      















      





















      





      





      

















      





      









      





















      





      





      

















      















      





















      





      





      

















      















      





















      





      





      

















      





      









      





















      





      





      
















      















      





















      





      





      


















      















      





















      





      





      

















      





      









      





















      





      





      

















      















      





















      





      





      

















      





      




      




      





















      





      





      

















      





      




      




      






      














      





      





      


















      





      









      





















      





      





      
















      















      






      














      





      





      















      





      




      




      






      














      





      





      















      





      




      




      






      






      






      





      




      




















      
     
 Rp
      




      




      






      






      






      





      




      




















      
     
 Rp
      




      




      






      






      






      





      





      




















      
   
 Rp
      




      




      





















      





      





      





















      
     
 Rp
      




      




      






      






      






      





      




      






















      
   
 Rp
      









      





















      





      





      



















      
   
 Rp










      





















      





      





      


















      
   
 Rp
      




      




      





      
      
      














      





      





      

















      















      






      














      





      





      
















      





      




      




      






      














      





      





      

















      





      




      




      






      














      





      





      































































































































































Lampiran 12 (Laporan  Laba Rugi ) 
 
 
Laporan Laba Rugi 
Koperasi Pegawai Komisi Yudisial 


























































Format Saran dan Perbaikan PKL 
